
 

 

 

 
 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

                                          NOMOR 29 TAHUN 2024         

 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

TAHUN 2024-2028 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa penyediaan air minum merupakan salah satu 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan 

produktivitas masyarakat; 

b. bahwa dengan pertumbuhan jumlah penduduk 

mengakibatkan meningkatnya jumlah kebutuhan air 

minum yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan 

Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 

Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, 

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan 

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem 

Penyediaan Air Minum Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan 

Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air 

Minum Daerah Tahun 2024-2028; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 

1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2756); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5802); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 

Nomor 44); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

DAERAH TAHUN 2024-2028. 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Bupati adalah Bupati Bulungan 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat 

SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana 

penyediaan Air Minum. 

6. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan 

dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 

sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar 

manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada 

masyarakat. 

7. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM 

yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah 

dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM yang menjadi 

acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan 

memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah 

sekitarnya. 

8. Penyelenggara Pembangunan SPAM yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik 
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negara/badan usaha milik Daerah, koperasi, badan usaha 

swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan 

penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum. 

 

Pasal 2 
 

Jakstrada SPAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Penyelenggara dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di 

Daerah Tahun 2024-2028. 

 

Pasal 3 
 

Penyusunan Jakstrada SPAM Tahun 2024-2028 bertujuan 

untuk: 

a. menyediakan pelayanan Air Minum dalam rangka menjamin 

hak rakyat atas Air Minum; 

b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang 

berkualitas dengan harga yang terjangkau; 

c. mencapai kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan 

Penyelenggara; dan 

d. mencapai Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien 

untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. 

 

BAB II 

JAKSTRADA SPAM 

 

Pasal 4 
 

Jakstrada SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 

 

Pasal 5 
 

Jakstrada SPAM Tahun 2024-2028 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. BAB I     PENDAHULUAN;  

b. BAB II    KONDISI DAN PERMASALAHAN SPAM;  

c. BAB III   VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM;  

d. BAB IV   SASARAN PEMBANGUNAN SPAM;  

e. BAB V    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI;  
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f. BAB VI   RENCANA TINDAK;  

g. BAB VII  KERANGKA PENDANAAN;  

h. BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN;  

i. BAB IX   KERANGKA REGULASI; dan 

j. BAB X    PENUTUP. 

 

Pasal 6 
 

Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 11 September 2024 

BUPATI BULUNGAN,  

 

             ttd 
 

       SYARWANI 

 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 11 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

                                          ttd 

 

 RISDIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 29 


